
SALINAN

KOMISI PEMILIIIAI| T'UTTM
KOTA SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILI}IAN UMUM KOTA SERANG
NOMOR : 7/HK.o3.1/36731 2022

TENTANG

PERUBAI{AN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILITIAN UMUM KOTA SERANG NOMOR
s/HK.03.0 l-Kpt/ 367 3 / I<PU-Kotl x I 2O2L TENTANG PEMBENTUXAN SATUAN TUGAS

UNIT PENGENDAtrIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILII{AN UMUM
KOTA SERANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG,

Menimbang a. bahwa sehubungan adanya perkembangan keadaan dan
berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (21 dan Pasal 13 ayat
(1) huruf c Peraturarr Komisi Pemilihan Umum Nomor 15
Tahun 2015 tentang Pengendalian GratiEkasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum menyata.kan bahwa dala6
melal<sanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi
KPU membentuk UPG dan UPG Eselon III di lingkungan
KPU/KIP Kabupaten/Kota dibentuk dal diaagkat oleh Ketua
KPU/ KIP Kabupaten/ Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala rlimaksud
dalam hunrf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kota Serang tentang Perubahan atas
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
5/HK.03.0r-Kpt/3673/KPU-Kotlx.l2O2l tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratilikasi di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Serang.

Mengingat

5. Peraturan. ..

l. Undalg-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang
penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi,
kolusi darl nepotisme fi,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomro 75, Tambahan Lembaral Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Unda-ng-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasa:r Tindak Pida:ra Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan Undalg-Undang Nomor 20 Tahun
2oO1(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ter:talrg Pemilihan
Um rrn (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pengendalinn Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;
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Memperhatikan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9
tentang Tata Ke4'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupa.ten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2021;

6. Peraftran Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Oryanisasi, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Slekretariat
Komisi Pemilihal Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupa.tel / Kota;

7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201O Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2OlO - 2025:

8. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungal Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27O);

9. Peraturan Mentfri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tenta-ng Pedomal
Evaluasi Reformasi Bimkrasi lnstansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apaxatur Negara dan Reformasi Birohasi
Tahun 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 14 Tahun 2Ol4 tentang Evaluasi Reformasi
Birokrasi Instansi Pemerintah fBerita Negara Republik
lndonesia Tahun 2Ol8 Nomor 1220);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Bimloasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2O2O-2O24.

1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 945/FW.Oll lll202l perihal Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian Gratjfftasi di Lingkungan KPU
Provinsi dan KPU Kabupa.ten/Kota Tahun 2O21, tanggal 13
Oktober 2021;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 343/PW.0I-SDllOl2O22 perihal Pembentukan
Satuan T\rgas Unit Pengendalian Gratifrkasi di Lingkungan
KPU Provinsi dan KPU Kabupa.ten/ Kota Tahun 2022, tanggal
2O Mei2O22;

3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor
24 /PR.O513673.412O22 tentang Perubahan atas Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Kota Serang Nomor 5/HL03.01-
Kpt/ 3673 /WU-Kotl Xl 2O2l tentang Pembentukan Satuan
Tugas Unit Pengendalian GratiEkasi di Lingkungan Komisi
P6milihan Umum Kota Serang.

MEMUTUSKAN..
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG
TENTANG PERUBA}IAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SERANG NOMOR 5/HK.O3.01-Kptl3673lKPU-
Kot/X/2O21 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS IJNIT
PENGENDALIAN GRATIF'IKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UM1JM KOTA SERANG.
Susunan keensgotaan Slatuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi
setragaimene dima-ksud Dikum KESATU, tercantum delem
lqmpiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

UPG KPU Kota Serang mempunyai fungsi sebqgaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU meliputi
a. meleksana-kan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di

Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;

b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Banten
dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di
Lingkungan Kru Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;

c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
d. melakukan pemeriksaan dan verilikasi penerimaan GrattEkasi;
e.menyimpan, menginventarisasi dan mendokunentasikan

subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan

Gratifikasi dr'lam hentuk makanen dan barang yang mudah
rusak atau busuk.

g. menyarnpaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaral
KPU Kota Serang PPK, PPS}, dan KPPS kepada UPG KPU
dengan tembusan kepa.da UPG KPU Provinsi Banten se-iqp kali
menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;

h. mengadministrasikan p€laporan dan/atau penyetoran
Gratifikasi dari Jajaran KPU Kota Serang, PPK, PPS, dar KPPS
di Lingkungan KPU Kota Serang, PPK, PPS, dan KPPS;

i. menyampa.ikan laporan berkala kepa.da UPG KPU dengan
tembusan kepa.da UPG KPU Provinsi Banten teotang
perkembangaa/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gra.'fikqsi
dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kota
Serang, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA...



KETIGA
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: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dite tapkan di Kota Serang
Pada tanggal 02 Jluni 2022

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Hu-kum dan SDM,

tit



LAMPIRAN

NOMOR
TANGCAL
TENTANC

KEPUTUSAN KOMISI PEUILIHAN UMUM KOTA SERANG

7lHK.O3.tl 73l2Oz2
02 JVNI 2022
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KoTA SERANG NOMOR 5/HK.O3.O1-Kpt/3673/KPU-
Kotlxl2q2l TEI{TANC PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALTAN GRATIFTKASI DI LINGKUNGAN
KOMIST PEMIUHAN UMUM KOTA SERANG

Ditetapkan di Kota Serang
Pada tanggal 02 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMIUHAN UMUM
KOTA SERANG,

ttd
ADE JAHRAN

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN TIMUM

Bagian Hukum dan SDM,

NO NAMA JABATAN TUGAS DAI,AM TIM

1 Ade Jahran Ketua Pengarah
,2

F ierly Murdlyat Mabrurri Anggota Pengarah

3 Nanas Nasihudin Anggota Pengarah

4 Patrudin Anggota Pengarah

5 M. Fahmi Musyafa Anggota Pengarah

6 Hendro Sulistyo Ketua

7 Encep Supriadi Sekretaris

8 Tomi Irawan

Kasubbag Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipa.si da-n Hubungal
Masyarakat

Anggota

I Rina Herlina Kasubbag Keuangan, Um ,rn,
dan logistik Anggota

10. Erlin Herlina Kasubbag Perencanaan, Data,
dan Informasi Anggota

priadi

Sekretaris

Kasubbag Hukum dan SDM


